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salinan
P U T U S A N

NOMOR : 014/Pdt.G/2015/PA.Blcn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang  memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : 

PEMOHON, umur  30 tahun, agama Islam,  pendidikan Sarjana 

Pendidikan Guru, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di 

Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, 

pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di,  Kabupaten Tanah 

Bumbu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta  saksi-saksi di persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan catatan lisan permohonan cerainya 

tertanggal 06 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Batulicin tanggal 06 Januari 2015 dengan register nomor: 0014/

Pdt.G/2015/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan 

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober  2013, Pemohon dengan Termohon  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu 
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sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 938/86/

X/2013  tanggal 24 Oktober 2013 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan 

orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai 

tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon  dengan Termohon  hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak Desember 2013, ketentraman rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang 

terus menerus yang sulit untuk dirukun lagi; 

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

a. Bahwa Termohon sering berhubungan dengan lelaki lain melalui 

telepon dan menimbulkan rasa curiga Pemohon selaku suami akan 

adanya hubungan spesial antara Termohon dengan lelaki tersebut. 

Hal ini diketahui sendiri oleh Pemohon.

b. Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak rasa sayang 

lagi.

c. Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan 

Pemohon selaku suami dan selalu membandingkan dengan 

penghasilan Termohon sendiri.

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, pada saat itu 

Termohon pamit pergi ke rumah orangtua  Termohon dan sejak saat itu 

sampai sekarang  tidak kembali lagi. Akibatnya antara Pemohon dengan 

Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon; 
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon  dengan 

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan 

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan  talak 

satu rají terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Batulicin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan  yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon 

telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak 

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya 

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas 

panggilan Nomor: 0014/Pdt.G/2015/PA.Blcn. tanggal 09 Januari 2015 dan 22 

Januari 2015 Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang 

tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa karena Termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang ke 

persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun 

demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon 

agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi 

usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan 

tanpa hadirnya Termohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 

Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Batulicin pada tanggal 06 Januari 2015 dengan register perkara Nomor: 

0014/Pdt.G/2015/PA.Blcn  yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 938/86/X/2013  tanggal 24 

Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut 

telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya 

dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta  bermeterai cukup 

kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor: 

6310011107840001 tanggal 13 Desember 2012 yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh 

Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok 

dan telah dilegalisir serta  bermeterai cukup kemudian diberi 

kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
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• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami 

istri yang menikah pada bulan Oktober 2013 karena saksi adalah 

sepupu 3 (tiga) kali Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon 

dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun 

belum dikarunia keturunan, dan selama berumah tangga Pemohon 

dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di 

Kelurahan Batulicin;

• Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan 

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis 

karena adanya perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak 

pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi 

ketahui ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

atas penuturan Pemohon kepada saksi;

• Bahwa, pertengkaran dan perselisihan mana menurut penuturan 

Pemohon disebabkan karena masalah ekonomi yakni Termohon 

membanding-bandingkan penghasilan Termohon dengan Pemohon;

• Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 

1 (satuiga) tahun yang lalu;

• Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi 

mendamaikan Pemohon dan Termohon; 

Saksi II: SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami 

istri yang menikah pada bulan Oktober 2013 karena saksi adalah 
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paman Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan 

Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun belum 

dikarunia keturunan, dan selama berumah tangga Pemohon dan 

Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di 

Kelurahan Batulicin;

• Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan sudah 

tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon 

dan Termohon bertengkar, saksi ketahui ketidakharmonisan rumah 

tangga Pemohon dan Termohon atas penuturan Pemohon kepada 

saksi;

• Bahwa, pertengkaran dan perselisihan mana menurut Pemohon 

disebabkan karena masalh ekonomi hal mana Termohon menuntut 

Pemohon agar penghasilannya bisa lebih besar dari Termohon, juga 

karena Termohon suka nelpon dengan orang lain hingga larut malam;

• Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 

1 (satu) tahun yang lalu;

• Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi 

mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon 

tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak 

ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonannya ingin 

bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama 

menjatuhkan putusannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  ini maka untuk 

selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum  dalam  

berita  acara  persidangan  perkara  ini yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG  HUKUMNYA

Menimbang, bahwa  pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan  

Pemohon  datang menghadap    di  persidangan, sedangkan  Termohon  

tidak  pernah  datang  menghadap  di persidangan dan   tidak   pula   

menyuruh  orang  lain  sebagai wakil  atau  kuasanya yang sah  meskipun 

Termohon  telah  dipanggil   dengan  resmi  dan  patut  sesuai  dengan  

relaas (panggilan) Nomor: 0014/Pdt.G/2015/PA.Blcn. yang dibacakan di 

muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat 

dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis 

Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat 

agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan  

pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon  meskipun  telah  dipanggil  

dengan  resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan 

tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah 
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dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau 

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak 

hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal  149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai 

Pemohon adalah Desember 2013 sudah tidak harmonis dengan adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  dengan Termohon  yang 

terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang 

disebabkan karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain 

melalui telepon dan menimbulkan rasa curiga Pemohon selaku suami akan 

adanya hubungan spesial antara Termohon dengan laki-laki tersebut, juga 

karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa sayang lagi, 

serta Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon 

selaku suami dan selalu membandingkan dengan penghasilan Termohon 

sendiri puncaknya pada Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon  

dengan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun 

telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap 

bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat 

pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil 

permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak 

mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum 

serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan  tetapi  karena  

perkara  ini  perkara perceraian, maka berdasarkan asas lex spesialis 

derogat legi generally hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan 

yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya  guna  mendapatkan  

kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 
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bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan  dalil-dalil  

permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal  283  R.Bg  bahwa  siapa  

mendalilkan  harus  membuktikan,  maka  Pemohon  harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkanb surat Permohonan Pemohon, berita 

Acara Relaas dan keterangan Pemohon tentang domisili Pemohon dan 

Termohon serta alat bukti surat bertanda P.2 XXX Nomor: 

6310011107840001 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat 

tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti 

surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat 

materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, 

sempurna dan  mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan 

Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka 

berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

Tahun 1991, Pengadilan  Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda 

P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 938/86/X/2013  tanggal 24 Oktober 

2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin 

Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut 

dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat 

bertanda P.1 telah  memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil 

sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, 

sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya 

perkawinan antara Pemohon  dan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2013, 
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yang dikuatkan  pula  dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-

saksi bahwa dari perkawinan  tersebut Pemohon dan Termohon sempat 

hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon namun belum 

dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita 

pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat permohonan Pemohon, 

sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam 

perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah 

tangga  Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena seringnya tejadi 

pertengkaran yang disebabkan kecurigaan Pemohon terhadap tingkah 

Termohon yang sering menelpon laki-laki hingga larut malam, juga karena 

hilangnya rasa sayang antara Pemohon dan Termohon serta kesenjangan 

penghasilan antara Pemohon dan Termohon, didasarkan pembuktiannya 

kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, di depan 

sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal 

Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena sering bertengkar 

karena kesenjangan penghasilan antara Termohon dengan Pemohon selain 

itu Termohon juga sering berhubungan melalui telepon dengan laki-laki lain 

hingga larut malam pertengkaran mana berujung pada pisah tempat tinggal 

hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, serta tidak 

berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut 

cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap 

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 309 

Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi  

syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat 

dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara 

ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang 

didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1,P.2 dan keterangan 

saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan 

fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

• Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami isteri 

yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri 

namun belum dikaruniai keturunan; 

• Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon  sudah tidak rukun dan harmonis yang 

disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

• Bahwa,  Pemohon dan Termohon  telah terjadi pisah 

tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sekitar 1 

(satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

• Bahwa, selama pisah baik Pemohon maupun Termohon 

tidak pernah berusaha untuk baik kembali;

• Bahwa, Pemohon telah mengupayakan perdamaian, 

serta Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar 

dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap 

kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon 

yang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut 

di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus 

yang tidak dapat lagi didamaikan (onheelbare tweespalt), sehingga dalam 

perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab 

perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan 

tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara 
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Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud 

nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara 

keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan 

demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari 

sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 

534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/

AG/1999 tertanggal  19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon telah mengindikasikan  bahwa  perkawinan  mereka  telah  tidak  

lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas 

dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan 

firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

                        
Maksudnya; “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak mungkin lagi 

untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan bahwa rumah 

tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap 

dipertahankan; 

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon 

dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah 

pihak;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan  

petunjuk Syar’i berupa  Qaidah  Ushul  Fiqh yang berbunyi:

در� المفاسد مقدم على جلب المصالح                                     

Maksudnya:”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari 

pada mencapai kemaslahatan” ; 

Serta petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang 

berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم     البقرة   227
Maksudnya ”Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan 

petunjuk Syar’i yang kemudian majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis 

Hakim dalam Kitab Mu’inul Hukam halaman 96 yang berbunyi: 

ق�  لاَ حَ ـمٌ  ِ ال وَ ظَ هُ مْ  يجَبِْ فَ َ ل ينَ فَ مِ ِ ل سْ مُ ْ ِ  ال ام � ك نْ حُ ٍ مِ م ِ اك ى حَ ىَ الَِ عِ ُ نْ د ومََ
. ـهُ َ ل

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama 

kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim 

dan gugurlah haknya”; 

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga 

sebagaimana terurai di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana 

dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa 

ada alasan  yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas 

dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat 

menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di 

atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan 

menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) 

dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk 

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup 

perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul 

akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan  yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan 

dengan  perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di depan sidang tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan  talak 

satu rají terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Batulicin;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah 

tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di 

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami MUSTOLICH, S.H.I. sebagai 

Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL 

HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana 

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis 

tersebut dan Drs. RUSTAM EFFENDI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, SA.g.      ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.     

PANITERA PENGGANTI,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. RUSTAM EFFENDI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,-
2. Biaya Proses : Rp    50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp  300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp      5.000,-
5. Biaya Materai : Rp      6.000,-

Jumlah : Rp  391.000,-

Salinan yang sama bunyinya,

Batulicin, 05 Pebruari 2015

PANITERA,

   Drs. ASMAIL, S.H.,M.H.
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